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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Anak adalah amanah dan anugerah dari sang maha Pencipta yang harus dijaga dan 

dilindungi dengan baik. Anak juga perlu dijaga karena didalam terdapat harkat, martabat dan 

hak seperti layaknya manusia yang perlu dijunjung tinggi dan dihargai. Hak-hak anak juga 

tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Hak Anak. Upaya perlindungan 

terhadap anak adalah tanggung jawabri negara, orang tua, keluarga dan masyarakat sekitar. 

Perlindungan terhadap anak sebagai upaya untuk menjamin, melindungi dan memenuhi hak 

anak agar dapat menikmati kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang dan berpatisipasi secara 

menyeluruh berdasarkan harkat dan martabat kemanusiaan dan mendapatkan perlindungan 

dari berbagai macam kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan terhadap anak bertujuan untuk 

mencegah, rehabilitasi dan memperdayakan anak dari tindakan kekerasan agar anak mampu 

menikmati kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang secara optimal baik secara fisik, 

psikis dan social.(Gultom, 2012, p. 70) 

Permasalahan anak sebagai salah satu yang menjadi orioritas untuk atasi. Setiap negara 

memahami bahwa anak-anak sebagai generasi penerus bangsa. Dengan pemahaman tersebut, 

tentu saja membuat setiap negara bahwa merekalah yang berwenang atas terjaminnya 

perlindungan dan pemenuhan hak anak. Demi terciptanya perlindungan dan pemenuhan hak 

anak, setiap negara mengakui adanya sebuah dukungan atau dorongan berupa kebijakan yang 

mengikat semua negara dalam mewujudkannya. Dari kebijakan inilah, hak-hak anak diatur 

dan disepakati melaui aturan yang berlaku disetiap negara masing-masing. Kebijakan tersebut 

adalah UNCRC atau Konvensi Hak Anak. (Nurusshobah, 2019).  



 Pada 10 Desember 1948 saat perang dunai II berakhir, Majelis Umum Perserikatan 

Bangsa-Bangsa mengadopsi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Peristiwa tersebut 

sebagai peringatan Hari Hak Asasi Manusia yang diperingati setiap tahunnya. Majelis Umum 

Perserikatan Bangsa Bangsa mengesahkan Deklarasi Internasional kedua tentang hak anak 

yaitu United Nations Conventions on the Right of the Child atau Konvensi Hak Anak pada 

tahun 1959 untuk menjamin dan memberikan perlindungan terhadap anak serta menegakkan 

hak-hak anak diseluruh dunia. Alasan PBB mengadopsi UNCRC disebabkan bahwa 

kekerasan terhadap anak tidak terjadi pada negara-negara maju, negara berkembang juga 

negara yang sedang berkonflik senjata api. Permasalahan kekerasan terjadi akibat adanya 

pembangunan ekonomi, seperti anak jalanan, perdagangan anak, pekerja anak dan prositusi 

anak.  

Pada 20 November 1989 United Nations Conventions on the Right of the Child disetujui 

oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dan 2 September 1990 konvensi ini berlaku 

dan menjadi hukum internasional yang mempunyai kekuatan memaksa (entered in force). 

UNCRC sebagai instrument yang berlandaskan pada prinsip yang bersifat universal dan 

sebagai norma hukum tentang kedudukan anak. Oleh sebab itu, UNCRC adalah perjanjian 

internasional tentang hak asasi manusia yang memasukkan hak sipil, hak ekonomi, hak politik 

dan hak budaya. Konvensi Hak Anak telah diratifikasi semua negara di dunia (seluruh anggota 

PBB) kecuali Amerika Serikat dan Somalia. Indonesia meratifikasi konvensi ini berdasarkan 

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. (Darwan Prinst, 2003, pp. 103-119).  

 

Setelah diratifikasinya konvensi tersebut maka Indonesia secara hukum berkewajiban 

dan bertanggung jawab untuk menghormati, memenuhi, dan melindungi hak-hak anak. 



Sebagai perwujudan dari komitmen negara, Indonesia mengesahkan Undang-Undang No 23 

Tahun 2002 tentang perlindungan sebagai regulasi untuk melindungi hak-hak anak dari tindak 

kekerasan dan diskriminasi (Saraswati, 2009). Di dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2002 

tentang perlindungan anak tercantum hak-hak anak, yaitu pada pasal 4 “setiap anak berhak 

untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpatisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan 

martabat anak serta perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi”. Pasal 16 ayat (1) 

menjelaskan “setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan baik dari sasaran 

penganiayaan, penyiksaan dan penjatuhan hukum yang tidak manusiawi”.  Pasal 16 ayat (2) 

menjelaskan “setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum”. 

(Noviana, 2011). 

Berdasarkan KHA dan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 mengenai perlindungan 

anak, ada empat prinsip yang menjadi dasar utama bagi setiap negara untuk 

menyelenggarakan perlindungan anak yaitu: (Supeno, 2010). 1) non diskriminasi, artinya 

setiap anak mempunyai hak yang sama dalam mengembangkan potensi dalam segala situasi 

dan kondisi. Prinsip ini ada dalam pasal 2 KHA ayat 1 yang menjelaskan “negara-negara pihak 

berhak menjamin dan menghormati hak-hak anak yang telah ditetapkan dalam konvensi ini 

tanpa mengalami diskriminasi apapun tanpa memandang warna kulit, ras, etnik, agama, status 

kepemilikan, jenis kelamin, cacat atau tidak dan status lainnya baik yang berasal dari si anak 

atau dari orang tua yang salah”. Ayat (2) juga menjelaskan “negara-negara pihak akan 

mengambil semua langkah untuk menjamin dan melindungi anak dari diskriminasi atau 

hukuman yang didasarkan pada status, kegiatan dan keyakinan dari orang tua anak atau 

walinya yang sah”. 2) Kepentingan anak harus menjadi pertimbangan utama dalam 

pengambilan suatu keputusan. Penjelasan pada prinsip ini ada di pasal 3 ayat (1) KHA yaitu 



“semua tindakan yang dilakukan oleh lembaga terkait baik lembaga kesejahteraan social 

pemerintah dan swasta, badan legislative, lembaga peradilan, maka yang harus 

dipertimbangan utama adalah kepentingan anak”. 3) hak untuk hidup dan hak untuk 

mengembangkan potensi anak. penjelasan dalam prinsip ini di pasal 6 KHA ayat (1) yang 

menjelaskan “bahwa negara mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas 

kehidupannya”. Pada ayat (2) menjelaskan “bahwa negara akan menjamin kelangsungan 

hidup dan perkembangan anak”. 4) penghargaan atas partisipasi anak dalam mengekspresikan 

diri karena anak juga memiliki hak untuk didengar dan dihormati serta menyampaikan 

pendapat karena anak juga berhak menyampaikan pendapat yang dapat berdampak pada diri 

mereka. Prinsip ada di pasal 12 ayat (1) KHA yang menjelaskan “bahwa negara akan 

menjamin hak anak yang mempunyai pandangan sendiri dalam memperoleh hak untuk 

menyatakan pandangan bebas dalam semua hal yang dapat mempengaruhi anak dan 

pandangan tersebut akan dihargai sesuai dengan tingkat usia dan kematangan si anak”. 

(Fahlevi, 2015).  

Disampping itu pemerintah Indonesia membentuk Kementerian Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai lembaga advokasi dan koordinasi dalam 

perlindungan anak di Indonesia serta membentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia 

(KPAI) sebagai lembaga Independen untuk menjamin, melindungi dan menghargai hak anak 

sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan dan prinsip dasar UNCRC. 

UNCRC di bentuk untuk mengatasi kejahatan terhadap anak, salah satu bentuk 

kejahatan yang masih menjadi permasalahan sampai saat ini yaitu kekerasan terhadap anak. 

Kekerasan terhadap anak akhir-akhir ini sangat memperihatinkan. Masa anak-anak 

seharusnya mendapatkan rasa kasih sayang dari kedua orang tua dan hak pendidikan yang 



sepantasnya. Istilah kekerasan didefinisikan sebagai “perilaku seseorang kepada individu lain 

yang menimbulkan kerusakan fisik atau psikis”. Kekerasan sebagai suatu perbuatan yang 

dapat menyebabkan cidera atau matinya orang lain dan menyebabkan kerusakan fisik pada 

orang lain. Menurut David Gill (dalam Sudaryono, 2007) kekerasan terhadap anak adalah 

penganiayaan, eksploitasi terhadap anak dan penelantaran. Bentuk kekerasan terhadap anak 

yang sering terjadi pada kekerasan fisiki yaitu, penganiayaan, pembunuhan dan pemerkosaan. 

Sedangkan untuk kekerasan non fisik meliputi kekerasan ekonomi, psikis dan kekerasan religi. 

Berdasarkan uraian diatas maka kekerasan terhadap anak merupakan perbuatan yang tidak 

seharusnya terjadi pada anak-anak yang disebabkan oleh tindakan yang sengaja menyakiti 

secara fisik dan psikis.  

Table 1.1: Kasus Pengaduan Kekerasan Terhadap Anak oleh Pusat KPAI 

No Klaster/Bidang Tahun Jumlah  

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Social dan 

Anak Dalam 

Situasi Darurat 

86 75 238 183 167 236 286 302 291 65 1929 

2. Keluarga dan 

Pengasuhan 

Alternatif 

416 633 931 921 822 857 714 857 896 963 8010 

3. Agama dan 

Budaya 

83 204 214 106 180 262 240 246 193 78 1806 

4. Hak Sipil dan 

Partisipasi 

37 42 79 76 110 137 173 147 108 38 947 

5. Kesehatan dan 

Napza 

227 265 446 368 381 383 325 364 344 46 3149 

6. Pendidikan  276 522 371 461 538 427 428 451 321 1451 5246 



7. Pornografi dan 

Cyber Crime 

188 175 247 322 463 587 608 679 653 526 4448 

8. Anak 

Berhadapan 

Hukum (ABH) 

695 1413 1428 2208 1221 1314 1403 1434 1251 704 13071 

9. Trafficking 

dan 

Eksploitasi 

160 173 184 263 345 340 347 329 244 88 2473 

10. Kasus 

Perlindungan 

Anak Lainnya 

10 10 173 158 82 79 55 76 68 779 1486 

          Total  2178 3512 4311 5066 4309 4622 4579 4885 4369 4734 42565 

Sumber: https://www.kpai.go.id/publikasi/infografis/update-data-infografis-kpai-per-31-08-2020.  

Berdasarkan data KPAI diatas maka jumlah kekerasan terhadap anak di negara 

Indonesia selama 10 terakhir berjumlah 42.565 kasus. Di tahun 2011-2014 kasus kekerasan 

yang terjadi pada anak di Indonesia mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Dan untuk 

tahun-tahun berikutnya jumlah kekerasan terhadap anak di Indonesia relative yaitu naik turun 

setiap tahunnya. Dengan adanya data ini, KPAI berupaya mengatasi kekerasan dengan 

menyediakan program edukasi kepada para orang tua yaitu dengan hearing dan konsultasi 

pada anak dan orangtua. Jika dilihat dari tabel diatas kekerasan anak yang paling banyak 

terjadi yaitu Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH). Perlindungan terhadap anak 

kurang mendapatkan perhatian dari berbagai pihak dan belum adanya langkah kongkrit dalam 

melindungi anak. Padahal, anak adalah salah satu aset bangsa yang juga sering berhadapan 

dengan masalah hukum. Permasalahan kekerasan anak yang terjadi di Indonesia setiap tahun 

semakin berat dan kompleks. Permasalahan yang di hadapi oleh ABH antara lain: a) mereka 

yang menghadapi proses persidangan dan dimasukkan ke dalam penjara; b) ruangan dan 

https://www.kpai.go.id/publikasi/infografis/update-data-infografis-kpai-per-31-08-2020


rumah tahanan ABH sangat tidak representative karena bercampur dengan orang dewasa; c) 

ABH yang menjalani masa hukuman tidak melanjutkan sekolahnya; d) kesadaran lembaga 

penegak hukum mengenai pendekatan restorative untuk ABH belum diselenggarakan dengan 

baik; e) ABH mendapatkan label/julukan dari masyarakat sebagai anak nakal atau narapidana. 

Salah satu contoh ABH di Kepulauan Riau yaitu kejahatan atas pencurian kendaraan bermotor 

di Kota Batam. Polsek Nongsa Kota Batam berhasil menangkap 10 orang yang terlibat dalam 

pencurian tersebut tujuh diantaranya masih dibawah umur dalam kasus pencurian dan jual beli 

kendaraan bermotor hasil dari kejahatan. Mereka diantaranya RH, RM, GR, OJ, HK, SH, ST, 

TS, RI dan EL. Tujuh diantara mereka masih berusia dibawah umur yaitu14-17 tahun bahkan 

satu orang masih kelas enam SD.  

Menurut Hurlock pola pengasuhan terhadap anak ada tiga macam yaitu: 

a. Pola asuh yang otoriter dimana dalam pola asuh ini orang tua memberikan 

peraturan yang memaksa dalam bertingkah laku sesuai dengan kehendak orang 

tua, tidak adanya komunikasi timbal balik serta diberikannya hukuman tanpa 

ada alasan serta tidak memberikan imbalan. 

b. Pola asuh yang demokrasi, dalam pola asuh ini orang tua memberikan peraturan 

yang luwes dan memberikan informasi mengenai diberikannya hukuman. 

c. Pola asuh permisif, pola asuh ini orang tua memberikan kebebasan kepada anak 

dalam menentukan arah kehidupannya. Dalam pola asuh ini hamper tidak 

adanya komunikasi antara anak dan orang tua dan tidak ada hukuman selalu 

memberikan kebebasan mutlak kepada anak.  

Anak-anak yang dalam proses perkembanganya mengalami kekerasan akan 

menyebabkan anak tersebut kekurangan afeksi (rasa kasih sayang). Dari sisi psikologis, anak 



sangat membutuhkan afeksi ini dalam mengeksplorasi lingkungan mereka. Afeksi adalah 

relasi antara dua orang yang mempunyai perasaan kuat antar satu sama lain dan dapat 

melakukan banyak hal untuk memperkuat rasa afeksi tersebut. Keterikatan antara anak dengan 

orang tua/pengasuh akan menimbulkan percaya diri anak dan rasa aman. Bagaimana mungkin 

suatu afeksi dapat terjalin harmonis jika anak tersebut korban kekerasan.  

Salah satu contoh anak yang menjadi korban perceraian. Anak tersebut akan merasa 

tidak dicintai oleh orang tuanya, sedih, ketakutan, marah dan merasa bersalah. Anak ini akan 

mendapatkan efek-efek yang merugikan dari perceraian orang tuanya dan menganggap 

dirinya sebagai anak “nakal”. Anak-anak yang menjadi korban perceraian akan menyesuaikan 

kembali dengan lingkungan baru seperti pindah sekolah serta pindah rumah dan harus 

berpisah dengan ayahnya jika anak tinggal bersama ibu. Hal ini akan menyebabkan anak 

menjadi stress, introvert, membatasi pergaulan sosialnya dan menarik diri dari khalayak 

umum. Orang tua/pengasuh dalam sebuah keluarga adalah sumber keamanan bagi seorang 

anak, tempat dia belajar dan tempat menyatakan pendapat. Interaksi dalam sebuah keluarga 

akan menentukan pula pola tingkah laku anak didalam masyarakat. Disisi lain, keluarga 

sebagai tempat bagi sang anak untuk mengharapakan dan memperoleh pemenuhan kebutuhan. 

Dengan demikian afeksi yang diberikan oleh orang tua kepada anak akan sangat berpengaruh 

pada proses perkembangan anak. 

Kekerasan anak di dunia pendidikan yang semakin marak terjadi yaitu bullying. Bullying 

sendiri sebagai perilaku agresi. Agresi adalah perbuatan menyakiti orang lain, baik secara fisik 

dan psikis. Jika perbuatan tersebut atas unsur ketidaksengajaan maka perbuatan tersebut tidak 

termasuk kedalam agresi. Bullying bisa terjadi dimana saja baik disekolah dan dikampus. 

Kasus bullying disekolah menimbulkan efek serius baik dalam jangka pendek maupun jangka 



panjang. Untuk jangka pendek kasus bullying akan menimbulkan perasaan tidak aman, takut 

kesekolah, perasaan harga diri yang rendah, merasa teriolasi bahkan bisa berakhir dengan 

bunuh diri. Untuk jangka panjang korban dapat menderita gangguan emosial (gila).  Hal-hal 

yang menyebabkan kasus bullying masih mendapatkan perhatian kurang dikarenakan kasus 

ini tidak tampak secara langsung. Sebagian besar korban tidak melaporkan kekerasan yang 

dialami karena merasa ketakutan dan diancam dengan berbagai macam alasan. Yang kedua 

kasus bullying secara kasat mata sebagai bentuk candaan biasa yang dilakukan oleh anak-anak 

kepada teman sebayanya. Dan yang ketiga, orang dan guru tidak memiliki pengetahuan yang 

luas tentang bullying dan dampaknya bagi kehidupan anak-anak. Sehingga sebagian besar 

orang tua dan guru tidak tahu bahwa disekolah anak-anak mendapatkan masalah serius dalam 

dirinya. 

Oleh sebab itu dibutuhkanlah peran rezim internasional UNCRC dalam memberikan 

perlindungan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan. disamping itu juga UNCRC 

sebagai wadah dan apresiasi untuk menegakkan hak-hak anak diseluruh dunia. Tidak hanya 

itu UNCRC sebagai tonggak sejarah lahirnya sebuah penyelenggaran jaminan terhadap 

pemenuhan hak anak. Indonesia juga mempunyai kewajiban dan tanggung jawab dalam 

memberikan perlindungan kepada anak yang menjadi korban kekerasan. Terutama untuk 

tumbuh kembang anak. Oleh sebab itu peneliti tertarik membahas skripsi yang berjudul 

tentang “Kepatuhan Indonesia Terhadap United Nations Covention on the Right of the Child 

Dalam Perlindungan Kekerasan Anak Tahun 2019-2020”. 



1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang diambil dalam penelitian 

ini yaitu “Bagaimana Kepatuhan Indonesia Terhadap United Nations Conventions on the 

Rights of the Child Indonesia dalam Perlindungan Kekerasan Anak Tahun 2019-2020? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berhubungan dengan rumusan masalah diatas maka tujuan yang ingin di capai dalam 

penelitian ini adalah untuk mengetahui kepatuhan Indonesia terhadap United Nations 

Conventions on the Rights of the Child dalam perlindungan kekerasan anak serta keberhasilan 

United Nations Conventions on the Rights of the Child dalam mengatasi kekerasan anak di 

Indonesia. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara praktis 

maupun teoritis: 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap agar skripsi ini dapat menambah 

informasi dan wawasan untuk penulis yang akan datang terutama yang akan mengambil 

skripsi tentang perlindungan anak dari kekerasan. Serta diharapkan dapat memberikan 

informasi dalam memahami rezim internasional serta kepatuhan Indonesia terhadap 

konvensi tersebut. 

1.4.2 Manfaat Praktis  

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap agar skripsi ini dapat menjadi referensi 

bagi setiap akademisi ilmu hubungan internasional tentang peran UNCRC sebagai rezim 



internasional dalam memberikan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban 

kekerasan. Peneliti juga berharap agar skripsi ini akan menarik dibaca oleh peneliti lain, 

bahwasanya anak akan sangat mudah menjadi korban kekerasan baik secara fisik maupun 

psikis.  
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